BAB V
PENUTUP
5.1. Kesimpulan

Berdasarkanhasilanalisis yang sudahdiuraikansebelumnya, dapat di

tarikkesimpulansebagaiberikut :

5.1.1 Aborsi atau Abortus provocatus adalah penghentian atau pengeluaran
hasil kehamilan dari rahim sebelum waktunya. Di Indonesia, kasus terkait
dengan pengguguran sudah sangat sering terjadi, bahkan kasus-kasus yang ada
terkait dengan aborsi tersebut bukan lagi dipandang sebagai kasus besar, sama
halnya dengan kasus-kasus pembunuhan lainnya. Hal inilah yang mungkin
saja dikarenakan banyaknya praktik-praktik aborsi ilegal yang beredar di
masyarakat sehingga para remaja sangat mudah untuk melakukan aborsi,
bahkan dengan harga-harga yang relatif murah.Maka terkait dengan hal
tersebut, Indonesia sebagai negara hukum yang menganut asas legalitas dan
kepastian hukum, maka aborsi kemudian diatur dalam suatu aturan hukum
yaitu dalam Kitab-Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 346, Undang-
Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatandan Peraturan Pemerintah
Nomor 61 Tahun 2014. Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009
tersebut, yaitu dalam Pasal 75 Ayat (2) ditekankan mengenai tekanan
psikologis yang dialami oleh perempuan yang mengandung karena
pemerkosaan, dapat dimasukkan sebagai indikasi medis untuk melakukan
pengguguran kandungan asalkan memenuhi syarat-syarat yang telah diatur
dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 yaitu usia kehamilan tidak
lebih dari 6 minggu atau 40 hari sejak hari pertama haid terakhir. Terkait
dengan batasan 40 hari sebagai syarat melakukan aborsi seharusmya
dilakukan judicial review / uji materiil kepada Mahkamah Agung mengingat

pasal yang mengatur adalah merupakan produk hukum Peraturan Pemerintah
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dan terhadap pasal tersebut untuk dilakukannya penambahan batas waktu
yang telah ditentukan sebelumnya dari 40 hari menjadi 3 bulan semenjak dari
haid pertama seorang wanita yang mengalami kehamilan akibat pemerkosaan.
Batasan 40 hari adalah batasan waktu yang terlalu singkat untuk dilaksanakan

sehingga butuh perubahan dalam pasal yang mengatur.

5.1.2 Menurut undang-undang anak luar kawin ada duakelompok, kelompok
pertama adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang hanya memenuhi
ayat 1 pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan; kelompok
keduaadalah anak yang dilahirkan dari hubungan laki-laki dan perempuan
tanpaadanya ikatan perkawinan.Seorang anak dibawah umur yang merupakan
korban pemerkosaan melakukan aborsi secara ilegal (termasuk telah melewati
batasan 40 hari syarat aborsi korban pemerkosaan) maka dapat dikatakan
melangar Pasal 77 Ayat (1) Jo Pasal 45A Undang-Undang Nomor 35 Tahun
2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak dan dapat diancam pidana dengan ancaman penjara
paling lama 10 Tahun. Namun, jika perbuatan aborsi yang dilakukan anak
dibawah akibat pemerkosaan tersebut dilakukan atas pengaruh daya paksa
sebagaimana diatur dalam Pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan
juga Pasal 75 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang
Kesehatan serta Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014
Tentang Kesehatan Reproduksi, maka anak tersebut harus dilepaskan dari
pidana. Mahkamah Konstitusi dalam wewenangnya, mengeluarkan putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII1/2010, yang diputuskan dalam
Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi. Dalam
putusan tersebut mengubah Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan yang menyatakanAnak yang dilahirkan di luar
perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya

serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan
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ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum
mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga
ayahnya. Hal tersebut membuktikan bahwa anak luar kawin (anak hasil
kehamilan akibat pemerkosaan) tetap memiliki hubungan perdata dengan
Ayah biologisnya (pelaku pemerkosa) sepanjang dapat dibuktikan secara sah
dan terbukti.

5.2 Saran

5.2.1 Terkait dengan batasan 40 hari sebagai syarat aborsi bagi korban
pemerkosaan, bahwa waktu tersebut cukup sulit untuk dipenuhi bagi korban
pemerkosaan yang hendak melakukan aborsi, mengingat terlebih dahulu
haruslah dibuktikan adanya tindak pidana pemerkosaan yang juga menunggu
proses untuk melakukan judicial review pada Mahkamah Agung, serta cukup
memakan waktu lama hingga keluarnya putusan pengadilan. Oleh karena itu
setiap korban pemerkosaan, agar segera melaporkan tindak pidana
pemerkosaan kepada pihak kepolisan, agar jika kemudian hari diketahui ada
suatu kehamilan, batasan 40 hari tersebut masih dapat digunakan untuk
melakukan aborsi sebab pembuktian pidana pemerkosaan telah ada. Terkait
dengan hal tersebut juga diperlukan adanya sosialisasi secara masif dan efektif
terkait dengan tindak pidana pemerkosaan dan perlindungan hak bagi korban
pemerkosaan agar kedepannya tindak pemerkosaan semakin berkurang serta
tidak terjadi praktik-praktif aborsi secara ilegal yang membahayakan
masyarakat. Jika ada korban-korban pemerkosaan yang berpikir untuk
melakukan aborsi, diperlukan adanya bantuan-bantuan dari pihak-pihak
seperti keluarga, pemuka agama, organisasi/institusi kesehatan, dan ahli
psikologi untuk membantu memberikan solusi jalan keluar yang baik bagi
korban.
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5.2.2Terkait dengan status hukum anak luar kawin (anak atas kehamilan
akibat pemerkosaan) maka Pemerintah perlu untuk melakukan sosialisasi
terkait status anak luar kawin tersebut kepada masyarakat sebab masih banyak
yang belum memahami hal tersebut serta Lembaga Komisi Perlindungan
Anak Indonesia lebih memaksimalkan fungsinya untuk mengadvokasi anak
luar kawin guna kesejahteraan mereka. Dsamping itu, bagi para pelaku-pelaku
pemerkosaan, perlu dilakukan pendampingan dalam bidang psikologi agar
pelaku yang menyebabkan korban hamil dapat bertanggungjawab untuk
menikahi atau menganggujawabi anak yang lahir atas perbuatan pelaku
tersebut.
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